BUPATI LUWU TIMUR

PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 3 TAHUN
2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL
BUPATILPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap beberapa
ketentuan perjalanan dinas, perlu dilakukan perubahan
terhadap peraturan mengenai Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri dan
Pegawai Tidak Tetap;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam
Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan
Pegawai Tidak Tetap Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 42806);

3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5459); C_Z
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6.

10.

1

12:

13.

14,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5568);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4712);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Menter: Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 35,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
(Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 1 1); C?{
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15. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2015
tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati,
Wakil Bupati, Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015
Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR NOMOR 3
TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM
NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,
PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR.

Pasal |

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 3 Tahun
2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pegawai Negeri
dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 3) diubah
sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 7, angka 9 dan angka 10 diubah sehingga
Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perjalanan Dinas dalam negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan
Dinas adalah perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan
dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.

2. Bupati adalah Bupati Luwu Timur,
Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Luwu Timur.

4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten
Luwu Timur.

5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Luwu Timur.

6. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri,
atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

7. Pegawai tidak tetap atau Upah Jasa adalah Pegawai yang diangkat
untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas
pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional
dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan
organisasi.

8. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas
Kota dan/atau dalam Kota dari tempat kedudukan ke tempat yang

dituju, melaksanakan tugas dan kembali ke tempat kedudukan
semula di dalam negeri.

9. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/}{uasagz
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Pengguna Anggaran dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas
bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Upah Jasa dan Pihak Lain.

10. Pelaksana SPPD adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Upah
Jasa yang melaksanakan Perjalanan Dinas.

11. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.

12.Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti
pengeluaran yang sah.

13. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja.

14. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan
Dinas.

Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b diubah sehingga
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan Surat Tugas yang
diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan atau pejabat yang
diberi wewenang, setelah mendapat persetujuan prinsip.

(2) Persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai
berikut:

a. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat Kepala SKPD dilakukan dengan persetujuan prinsip oleh
Bupati;

b. perjalanan dinas keluar wilayah Kabupaten Luwu Timur, untuk
pejabat eselon III, eselon IV, staf dan Upah Jasa dilakukan dengan
persetujuan prinsip secara tertulis dari Sekretaris Daerah atau
pejabat lain yang diberi wewenang; dan

c. perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Luwu Timur dilakukan
dengan persetujuan prinsip Kepala SKPD dan/atau pejabat satu
tingkat diatasnya bagi staf yang dipimpinnya.

(3) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bagi Kepala SKPD, Surat Tugas ditandatangani oleh Bupati atau
pejabat lain yang diberi wewenang.

b. bagi pejabat eselon III, eselon IV,staf dan Upah Jasa, Surat Tugas
ditandatangan oleh Kepala SKPD masing-masing.

(4) Surat Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar
penerbitan SPPD.

Ketentuan Pasal 3 ayat (4) huruf ¢, ayat (10) dan ayat (14) diubah
sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) terdiri dari:

a. uang harian;

b. biaya transpor;

c. biaya penginapan;

d. uang representasi;dan/atau

e. sewa kendaraan dalam Kota. Q/’






(2)

(4)

()

(7)

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari:

a. uang makan;
b. uang transpor lokal; dan
c. uang saku.

Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan
sesuai jumlah hari yang tercantum dalam surat tugas yang
dibayarkan secara lumpsum dengan satuan biaya sebagaimana
tercantum dalam lampiran [ yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagai
berikut:

a. untuk perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi, biaya transpor
bus dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran biaya
sebagaimana tercantum dalam lampiran V.A yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. apabila bukti biaya riil transpor sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran
riil sebagaimana tercantum dalam lampiran X yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

c. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi, selain biaya
transpor bus sebagaimana dimaksud pada huruf a juga diberikan
tambahan 2 (dua) kali biaya taxi yang dibayarkan sesuai biaya riil
dengan besaran biaya maksimal sebagaimana tercantum dalam
lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; dan

d. apabila bukti biaya riil taxi sebagaimana dimaksud pada huruf ¢
tidak bisa diperoleh maka dibuatkan daftar pengeluaran riil
sebagaimana tercantum dalam lampiran X, dan hanya dibayarkan
maksimal 50% dari besaran biaya taxi sebagaimana tercantum
dalam lampiran V.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

e. retribusi  yang dipungut di bandara keberangkatan dan
kepulangan dibayarkan sesuai biaya riil,;

Untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi dan Luar
Daerah Luar Provinsi, pelaksana SPPD juga dapat menggunakan
transpor udara di Sorowako.

Penggunaan transpor udara sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
harus memperoleh izin tertulis dari Bupati atau pejabat lain yang
diberi kewenangan.

Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan transpor udara
dibayarkan sesuai biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat
dipanjarkan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum
berangkat melaksanakan Perjalanan Dinas dengan standar biaya
sebagaimana tercantum dalam lampiran IX yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:

a. di hotel; atau

b. di tempat menginap lainnya. 4/(






(9) Biaya Perjalanan Dinas yang menggunakan penginapan di hotel
sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dibayarkan sesuai
biaya riil berdasarkan bukti sah, namun dapat dipanjarkan
maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) sebelum berangkat
melaksanakan Perjalanan Dinas dengan besaran biaya maksimal
sebagaimana tercantum dalam lampiran [[.A dan lampiran I1.B yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(10) Khusus Pegawai Negeri pelaksana SPPD luar daerah dalam provinsi
dan luar daerah luar provinsi yang akan menginap di hotel terlebih
dahulu harus meminta surat keterangan yang menyatakan bahwa
Mess Pemerintah Kabupaten Luwu Timur penubh;

(11) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan
sebagaimana dimaksud pada ayat (8), berlaku ketentuan sebagai
berikut:

a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga
puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sebagaimana
dalam lampiran I.LA dan lampiran II.B yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. b?aya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a
dibayarkan secara lumpsum.

(13) Biaya penginapan
diberikan kurang 1
df':llam Surat Tugas ya
biaya sebagaimang

sebagaimana dimaksy
(satu) hari darj jum
ng dibayarkan dengan bj
dalam lampiran I1.A

antum dalam
terpisahkan dar;

(17) Biaya Perjalanan Dinas di |yar wil
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diberikan uang harian sebagaimana tercantum dalam lampiran [.B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(19) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (18) yang
dilaksanakan lebih dari 1 (satu) hari diberikan biaya penginapan
yang dibayarkan sesuai biaya riil dengan besaran sebagaimana
tercantum dalam lampiran I[1.B yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Bab VI diubah, Pasal 7 ayat (1) diubah, ayat (2) dihapus dan
ayat (3) diubah sehingga Bab VI Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI
BIAYA PERJALANAN DINAS UPAH JASA
Pasal 7

(1) Upah Jasa yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya
Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

(2) dihapus.

(3) Khusus Upah Jasa yang ditugaskan sebagai Sopir di Mess
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada diluar wilayah
Kabupaten Luwu Timur diberikan biaya Perjalanan Dinas dengan
besaran sama dengan uang harian Perjalanan Dinas dalam daerah
bagi Upah Jasa sebagaimana tercantum dalam lampiran 1.C yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

5. Mengubah lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X dan X sehingga
menjadl sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur. ?
STEMPEL PARAF KOORDINASI |
BINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGA

DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR Ditetapkan di Malili
TELAM DI TRIZSA 1 pada tanggal ,1 April 2015
Tl ¥ 40 Mt Ll U )
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Diundangkan di Malili
pada tanggal , 1 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
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BAHRI SULI
BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 8
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LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH, PEGAWAI
TETAP

TIDAK

DI

KABUPATEN LUWU TIMUR
I. A. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

[dalam rupiahj

LINGKUNGAN

NEGERI DAN PEGAWAI

PEMERINTAH

g E%?%ﬁ ;?é? I(‘;;r GOLONGAN
WAKIL \ " . S P JOL !
fo
DPRD v 1]
3] (2) (3 (4) {5) (6] {7) (8) 9]
1 ACEH CH 360.000 360.000 350.000 340.000 320.000 300.000
2 SUMATERA UTARA OH 370.000 370.000 360.000 350.000 330.000 310.000
3 RIAU OH 370.000 370.000 360.000 350.000 330.000 310.000
4 KEPULAUAN RIAU OH 370.000 370.000 360.000 350.000 330.000 310.000
5 JAMBI OH 370.000 370.000 360.000 350.000 330.000 310.000
6 SUMATERA BARAT OH 380.000 380.000 370.000 360.000 340.000 320.000
7 SUMATERA SELATAN OH 380.000 380.000 370.000 360.000 340.000 320.000
8 LAMPUNG OH 380.000 380.000 370.000 360.000 340.000 320.000
9 BENGKULU OH 380.000 380.000 370.000 360.000 340.000 320.000
10 BANGKA BELITUNG OH 410.000 410.000 400.000 390 000 370 000 | 350 000
11 BANTEN OH 370.000 370.000 360.000 350.000 330.000 3 10_0[5_1
12 JAWA BARAT OH 430.000 430.000 420.000 410.000 390.000 370.000
13 D.K.I. JAKARTA OH 530.000 530.000 520.000 510.000 490.000 470.000
14 JAWA TENGAH OH 370.000 370.000 360.000 350.000 330.000 310.000
15 D.I. YOGYAKARTA OH 420.000 420.000 410.000 400.000 380.000 360.000
16 JAWA TIMUR OH 410.000 410.000 400.000 390.000 370.000 350.000
17 BALI OH 480.000 480.000 470.000 460.000 440.000 | 420.000
18 NUSA TENGGARA BARAT OH 440.000 440,000 430.000 420.000 400.000 380.000
19 NUSA TENGGARA TIMUR OH 430.000 430.000 420.000 410.000 390.000 370.000
20 KALIMANTAN BARAT OH 380.000 380.000 370.000 360.000 ' 340.000 320.000
21 KALIMANTAN TENGAH OH 360.000 360.000 350,000 340.000 320.000 300.000
22 KALIMANTAN SELATAN OH 380.000 380.000 370.000 360.000 340.000 320.000
23 KALIMANTAN TIMUR OH 430.000 430.000 420.000 410.000 390.000 370.000
24 KALIMANTAN UTARA OH 430.000 430.000 420.000 410.000 390.000 370.000
25 SULAWESI UTARA OH 370.000 370.000 360.000 350.000 330.000 310.05
26 GORONTALO OH 370.000 370.000 360.000 350.000 330.000 310.000
27 SULAWESI BARAT OH 410.000 410.000 400.000 390.000 370.000 350.000
28 SULAWESI TENGAH OH 370.000 370.000 360.000 350.000 330.000 310.000
29 SULAWESI TENGGARA OH 380.000 380.000 370.000 360.000 340.000 320.000
30 MALUKU OH 380.000 380.000 370.000 360.000 340.000 320.000
31 MALUKU UTARA OH 430.000 430.000 420.000 410.000 390.000 3?0.0;
32 PAPUA OH 580.000 580,000 570.000 560.000 540.000 520.000
33 PAPUA BARAT OH 480.000 480.000 470.000 460.000 440.000 |

420.000 91




I Al



tE' 000°09¢ 000°08€ 00000 00002 000°0€t 0000t HO AVAVIES | 2T
000°09€¢ 000°08€ 00000+ 00002 0000t 000 0€ HO VAVLN VIVHOL | 12
00009€ 000°08€ 000'00% 0000zt 000°0¢t 000°0€Y HO VIViEOL [ 02
000°09¢ 00008€ | /000°00¢ 00002t 0000+ 000°0€% HO VAVLO NMNT | 61
000 09€ 000 08€ 000°00% 00002t 000°0€+ 000°0€ ¥ HO 0dOTvVd VLOM | 81
000°09¢ 000 08€ 000°00¢ 0000zt 000°0€t 000°0€+ HO nmat | L1
000°09€ 000'08€ 000°00% 00002t 000'0EY 000°0€Y HO IVONIS | 91
000°09€ 000°08€ 00000 00002 000 0Et 000°0EY HO anod | SI
000 09¢ 000 08¢ 00000t 000°0ZF 000°0€t 000°0€+ HO ONHEddOS | 1
000°09¢ 000°08¢€ 00000 00002 000 0Et 000°0€ HO orvm | €1
000°09¢ 000°08€¢ 00000t 000702t 000'0€Y 000°0E ¥ HO ONWYAANG | ¢l
000°09¢ 000'08€ 000°00% 000°02 000'0E¥ 000°0€Y HO ONVANId | LI
000°09€ 000°08¢€ 00000 000°0CF 000°0Er | 000°0€r HO JAVd-Havd 0l
000°09¢ 000°08€ 000°00% 00002t 000'0E¥ 000°0EY HO naAve 6
000°09€ 000 08€ 000°00% 00002 0000t 000°0¢t HO da¥ONVd 8
000°09¢ 000°08€ 000°00% 00002 000'0E 000°0€Y HO SOAVI L
000°09¢ 000 08¢ | 000°00% 0000Z¢ 000°0£ 000°0€% HO VENNNNINE 9
000°09€ 000°08¢€ 000°00% 00002t 000°0€t 000°0€ HO ONEVINVE S
000°09€ 000 08€ 000°00% 000°0Zt 0000 0000t HO OLNOdENEr b
000°09¢ 000°08¢ 000006 | 0000zt 0000E+ 000°0€+ HO AVTVIVL €
000°09€ 000°08€ 00000 00002 0000t 000°0€ HO vMOD z
000°09€ 000°08€ 000°00% 0000t 000°0£t 000°0€ HO AYSSYAVIN 1
(6) (8) (2 (9) (s) (¥ (€) (2) (1)

1 Al auda
VSVM HVdN | NVONOTOD | NYONOTOD | |\ \qqgs axda NVNIdIWId V.LOM i

NVa L1l /Al /1L vavrad | viopony | NYALVANE | NVALYS | \oivanayy
| NVONOTOD | NOT3S3 NOTESAE INVM
| | lvavrdd Lvavrad ILvdNg

| E—

(yewdrnua weep)

ISNIAO¥d WVIVA HVAAVA ¥VNT SYNIA NVNVIVIEd VAVIE NVIIVH DNV ‘g T






[. C. UANG HARIAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

(dalam rupiah)
B#:}‘?E- PEJABAT | PEJABAT ‘
e | annaat | eiaEey | (ESELON ESELON | GOLONGAN
NO | KECAMATAN | yron s oo SR 1/ v/ 11, 1 DAN ‘
GOLONGAN | GOLONGAN | UPAH JASA
PIMPINAN N o
DPRD |
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) ,
1 | BURAU OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 120.000 110.000 |
2 | wortu OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 120.000 110.000
3 | TOMONI OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 120.000 110.000
4 | TOMONI TIMUR OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 120.000 110.000
5 | MANGKUTANA OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 120000 | 110.000
6 | KALAENA OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 120.000 110.000
7 | ANGKONA OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 120.000 110.000
MALILI (LEBIH 5
8 | KMDARIBATAS | OH 170.000 | 170000 | 150.000 130.000 120.000 110.000
KOTA) |
9 | WASUPONDA OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 L 120.000 110.000 |
10 | TOwWUTI OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 120.000 110000 |
i
11 | NUHA OH 170.000 | 170.000 | 150.000 130.000 120.000 110.000
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L

D. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

(dalam rupiah)
NO PROVINSI SATUAN DIKLAT
(1) (2) (3) (4)
1 | ACEH OH 110.000
2 | SUMATERA UTARA OH 110.000
3 |RIAU OH 110.000
4 | KEPULAUAN RIAU OH 110.000 |
5 |JAMBI OH 110.000
6 | SUMATERA BARAT OH 110.000
SUMATERA SELATAN OH 110.000
8 | LAMPUNG OH 110.000
9 | BENGKULU OH 110.000
10 | BANGKA BELITUNG OH 120.000
11 [BANTEN OH 110.000
12 | JAWA BARAT OH 130.000
13 | D.K.I. JAKARTA OH 160.000
14 | JAWA TENGAH OH 1 10.0?
15 | D.I. YOGYAKARTA OH 130.000
16 | JAWA TIMUR OH 120.000
17 | BALI OH 140.000
18 | NUSA TENGGARA BARAT OH 130.000
19 | NUSA TENGGARA TIMUR OH 130.000
20 | KALIMANTAN BARAT OH 110.000
21 | KALIMANTAN TENGAH OH 110.000
22 | KALIMANTAN SELATAN OH 110.000
23 | KALIMANTAN TIMUR OH 130.000
24 | KALIMANTAN UTARA OH 130.000
25 | SULAWESI UTARA OH 110.000
26 | GORONTALO OH 1 10.00?
27 | SULAWESI BARAT OH 120.000
28 | SULAWESI TENGAH OH 110.000
29 | SULAWESI TENGGARA OH 110.000
30 | MALUKU OH 110.000
31 | MALUKU UTARA OH 130.000
32 | PAPUA OH 170.000
33 | PAPUA BARAT OH

140.000 97

11






[. E. UANG HARIAN DIKLAT LUAR DAERAH DALAM PROVINSI

(dalam rupiah)
NO KABUPATEN / KOTA SATUAN DIKLAT
) £ 3) “)
1 MAKASSAR OH 130.000
2 GOWA OH 130.000
3 TAKALAR OH 130.000
4 JENEPONTO OH 130.000
S BANTAENG OH 130.000
6 BULUKUMBA OH 130.000
7 MAROS OH 130.000
8 PANGKEP OH 130.000
9 BARRU OH 130.000
10 PARE-PARE OH 130.000
11 PINRANG OH 130.000
12 ENREKANG OH 130.000
13 WAJO OH 130.000
14 SOPPENG OH 130.000
15 BONE OH 130.000
16 SINJAI OH 130.000
17 LUWuU OH 130.000
18 KOTA PALOPO OH 130.000
19 LUWU UTARA OH 130.000
20 | TORAJA OH 130.000
21 TORAJA UTARA OH 130.000
22 SELAYAR OH 130.000
STEMPEL PARAF KOORDINASI
DIMAS PENDAPATANMN, PENGELOLAAN ¥ T  ANTY BUPATI LUWU TIMUR,
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU iré. g
TELAM DIPFRIGSA | (00 | L
K= P | -
| ASISTEN E B i
KADIS | ‘ ANDI HATTA M.
KABID ¢
KASUBAG / KASI =~
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II.B. BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH DALAM PROVINSI
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil dalam jabatan)

{dalam rupiah)
TARIF HOTEL (PER HARI)
KOTA / E“h‘,fl?ﬁ:l' PEJABAT | PEJABAT
NO | KABUPATEN BUPATI | ANGGOTA | PEJABAT ESEIL;PN ESI%ON GUL
DAN DPRD | ESELONII :
. GOLONGAN | GOLONGAN UPAH JASA
DPRD
(1) (2) (3) (4) () (6) (7) (8)
1 | MAKASSAR 2.000.000 | 1.700.000 | 1.400.000 968.000 539.000 378.000
2 | Gowa 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
3 | TAKALAR 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
4 | JENEPONTO 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
5 | BANTAENG 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
6 | BULUKUMBA 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
7 | MAROS 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
8 | PANGKEP 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 | 400.000 350.000
9 | BARRU 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
10 | PARE-PARE 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
11 | PINRANG 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
12 | ENREKANG 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
13 | waJgo 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
14 | SOPPENG 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
15 | BONE 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
16 | SINJAI 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
17 | Luwu 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000 |
18 | KOTA PALOPO 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000 |
19 | LUWU UTARA 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
20 | TORAJA 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000
21 | TORAJA UTARA 1.800.000 | 1.500.000 | 1.200.000 750.000 500.000 375.000 |
22 | SELAYAR 1.500.000 | 1.300.000 | 1.000.000 600.000 400.000 350.000 |

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANT/ ..
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU
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LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR & TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI

TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR
FASILITAS TRANSPOR BAGI PELAKSANA SPPD
(biaya riil)
MODA TRANSPORTASI
NO PANGKAT / GOLONGAN
PESAWAT KAPAL KERETA LAINNYA
UDARA LAUT API/BUS
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
BUPATI, WAKIL BUPATI DAN VIP / SESUAI
1| PIMPINAN DPRD BISNIS KELAS 1 A | EKSEKUTIF | W onNvATAAN
SESUAI
2 | ANGGOTA DPRD EKONOMI | KELAS 1B | EKSEKUTIF | 2P0
, SESUAI
3 | PEJABAT ESELON II EKONOMI | KELASIB |~:}<szsr<w1pL Bl
4 | ESELON Il / GOLONGAN IV EKONOMI | KELAS 11 A | EKSEKUTIF |  SESUAI
KENYATAAN
5 | ESELON IV / GOLONGAN III EKONOMI | KELAS 1A | EKSEKUTIF |  SESUAI
KENYATAAN
SESUAI
6 | GOLONGAN I, I DAN UPAH JASA | EKONOMI | KELAS 1A | EKSEKUTIF

KENYATAAN qf

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAZN MEUANGAN
OAN ASSET DAERAH KAS, LUWY TIN5

TELAM {‘ff;ﬁ#piﬁ,{ch ¥
SEKDA - B
Ad-‘ :
KADIE
KABID
KASUBAG / KASI

BUPATI LUWU TIMUR,

Gy

ANDI HATTA M.

———— A N—
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LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TABEL JARAK KILOMETER DAN JUMLAH PEMAKAIAN BBM
KENDARAAN DINAS/OPERASIONAL (biaya riil)

/ [ ™
B P B RN PP E e e T T B
(LITER) (LITER) | (LITER) (LITERI | (LITER)
1 |Burau 65 130 7 16 18 21 26 32
T T | - - - -2 > =
3 [Tomomi ag| o8 6 12 |l s 19 24
RN va— = 22 : 2 = B e 2
S e ; I b : ; 10 > 22
14 16| 19 22 28
....... e A .. | o -2
24 30
20 27 2| a0
10 |Bantilang 100  200| 25 29 33 0 0
— - - e e
e = - e o
13 |[Malili 10 20 5 10 12
e — e e - B =
e o e 2 i
b e L .~ - =
17 |Barru a68| 936 117 133 136 87 234
18 |Pare-Pare 418 336 104 119 139 167 209
............ L] . 2 : ad 2
52 190
1-'1.3" " 179
202 253
e e 2 ! e o 3 £
[ 24 [sinjai o a98| 996 124 a2 56 99 a5
25 |Gowa 685| 1.370 71 96 228 274 342
..... e e o T s 2 £
...... & = o
28 |Bantaeng | 775|  1.550 194 221 86| 310 387
T s B B 2 o . e 2
30 S‘El;;(;r .......................... 156 229 87| 250 400
31 |Tana Toraja ) 66 75 88 03 a2
732 |Toreja Utara T e 79 93 12 40
L e 22 S
....... S . | P
35 368 | 52 61 74 92
35 433 % .8.1. o= 22
- i - -2 - =
38 1.240 135 177 206 248 310
3 S - S - e e et y =4 s = s %
STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN Mt UANGAL
s BUPHTI LUWU TIMUR,
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR
TELAM DVPER'ZSA | PAFAF |
SEKNA i L 3 O.L———
s = st o = . — 1 ¥
SIsT ; Vol ; ANDI HATTA M.
KADS . 16
KABID
KASUBAG / KASI
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LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

V.A. BIAYA TRANSPOR UMUM DILUAR KABUPATEN (biaya riil)

(dalam rupiah)
NO KABUPATEN / KOTA / BIAYA TRANSPOR
KECAMATAN UMUM (PP)
1 Makassar 440.000
2 Maros 380.000
3 Pangkep 370.000
4 Barru 350.000
5 Pare-Pare 330.000
6 Pinrang 345.000
7 Sidrap 310.000
8 Sengkang 330.000
9 Soppeng 350.000
10 Bone 380.000
11 Sinjai 420.000
12 Gowa 450.000
13 Takalar 460.000
14 Jeneponto 470.000
15 Bantaeng 480.000
16 Bulukumba 490.000
17 Selayar 550.000
18 Tana Toraja 300.000
19 Toraja Utara 330.000
20 Enrekang 330.000
21 Masamba 80.000
22 Kota Palopo 100.000
23 Belopa 140.000
24 Kolaka (Sultra) 300.000
25 Poso, Morowali, Bungku (Sulteng) 400.000
26 | Mamuju (Sulbar) 350.000 g//
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V.B. BIAYA TAXI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR PROVINSI

(biaya riil)

(dalam rupiah)
NO PROVINSI SATUAN BIAYA (PP)
(1) (2) (3) (4)
1 ACEH Orang/Kali 123.000
2 SUMATERA UTARA Orang/Kali 232.000
3 RIAU Orang/Kali 70.000
4 KEPULAUAN RIAU Orang/Kali 105.000
5 JAMBI Orang/Kali 128.000
6 SUMATERA BARAT Orang/Kali 192.000
7 SUMATERA SELATAN Orang/Kali 124.000
8 LAMPUNG Orang/Kali 148.000
9 BENGKULU Orang/Kali 92.000
10 | BANGKA BELITUNG Orang/Kali 86.000
11 | BANTEN Orang/Kali 320.000
12 | JAWA BARAT Orang/Kali 118.000
13 | D.K.I. JAKARTA Orang/Kali 170.000
14 | JAWA TENGAH Orang/Kali 50.000
15 | D.I. YOGYAKARTA Orang/Kali 141.000
16 | JAWA TIMUR Orang/Kali 148.000
17 | BALI Orang/Kali 160 OUB_'
18 | NUSA TENGGARA BARAT Orang/Kali 218.000
19 | NUSA TENGGARA TIMUR Orang/Kali 81.000
20 | KALIMANTAN BARAT Orang/Kali 145.000
21 KALIMANTAN TENGAH Orang/Kali 94.000
22 | KALIMANTAN SELATAN Orang/Kali 141.000
23 | KALIMANTAN TIMUR Orang/Kali 401.000
24 KALIMANTAN UTARA Orang/Kali 353.000
25 | SULAWESI UTARA Orang/Kali 310.000
26 | GORONTALO Orang/Kali 134.000
27 | SULAWESI BARAT Orang/Kali 217.000
28 | SULAWESI TENGAH Orang/Kali 151.000
29 | SULAWESI TENGGARA Orang/Kali 332.000 |
30 | MALUKU Orang/Kali 340.000
31 MALUKU UTARA Orang/Kali 403.000
32 | PAPUA Orang/Kali 354.000
33 | PAPUA BARAT Orang/Kali 130.000 %
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V.C. BIAYA TRANSPOR KENDARAAN UMUM DALAM KABUPATEN

(dalam rupiah)
BIAYA
NO KECAMATAN SATUAN TRANSPOR
(PP)
(1) (2) (3) (4)
1 BURAU OK 60.000
2 WOTU OK 50.000
3 TOMONI OK 50.000
4 TOMONI TIMUR OK 50.000
5 MANGKUTANA OK 60.000
6 KALAENA OK 70.000
7 ANGKONA OK 40.000
s |msgmmencl o | a5
9 | WASUPONDA OK 50.000
10 | TOWUTI OK 60.000
11 NUHA OK 60.000
12 | TRANSPOR AIR OK 1.000.000

STEMPEL PARAF KOORDINASI
GIMAS PENDAPRATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB, LUWU TIMUR
TELA_H D‘PEHH“Q?‘A
SERDA
ASis
K_.;!,:-’.

e
XABID
KASUBAG / KASI

. ek M

. - < TP

BUPATI LUWU TIMUR,

Co_

ANDI HATTA M.
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LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS

DALAM NEGERI

BAGI

BUPATI,

WAKIL BUPATI,

PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

BIAYA SEWA KENDARAAN DALAM KOTA DI LUAR WILAYAH
KABUPATEN LUWU TIMUR DALAM PROVINSI DAN LUAR PROVINSI (biaya riil)

{dalam rupish]|
NO PROVINSI SATUAN | ropaa | FODAS/BUS | RODAG/BUS
SEDANG BESAP
(1) (2) (3] (4} El (6
1 |ACEH Prir Hars 766 000 2.050000]  3.670.000
"""" 2 |SUMATERA UTARA T Per Hawi 702.000]  1.950.000|  2.920.000
3 [R1IAU Por-Hari 788 000 2.160.000 3130 000
4 |KEPULAUAN RIAU Per Hari 820.000 2160000 . 3.560 00C
5 [JAMBI Per Hari 702000  1950000[ 3.020.000
6 |SUMATERA BARAT Per Hari 691000 1.840.000| 2 920 0Ot
7 |SUMATERA SELATAN P Haxi 691 000 1 950 000
8 |LAMPUNG Per Hari 691000 1840 000
9 |BENGKULU Pay Hard 702000 1 950 000
10 |BANGKA BELITUNG P M 766.000 2 050 000
11 BANTEN Pesr Hari 691.000 1.840.000
12 [JAWA BARAT Por Havi 702.000 2.050.000
13 |D.K1 JAKARTA Per Hari 702 000 1.950.000
14 |JAWA TENGAH P Hugd 691.000 | 840.000
15 |D.I. YOGYAKARTA Por Hars 702.000 1 950.000
16 |JAWA TIMUR Per Hari 691.000|  1.840.000
17 [BALI Per:Heri 788.000 2.270.000
18 |NUSA TENGGARA BARAT | Per Hani 788 000 2 270 000
19 |NUSA TENGGARA TIMUR | Per Hari 799.000 2.380.000
T B R e e SR
21 |KALIMANTAN TENGAH Per Hari 820 000 2,590 000
i Pk B e e
23 |KALIMANTAN TIMUR —— 809 000 2.160.000
24 |KALIMANTAN UTARA F—— 809.000|  2.160.000]  3.560.000
25 |SULAWESI UTARA P Hari 799 000 2.050.000|  3.460 000
26 |GORONTALO e Higpt 734.000 1.950.000|  3.020.000
27 |SULAWESI BARAT Prr Hiri 702.000 1.950.000]  3.020 000
28 |SULAWESI SELATAN Per Hari 691 000 2.270.000 3.020 000
29 |SULAWESI TENGAH Por Mars 766.000 1 950.000| 3 130 000
30 |SULAWESI TENGGARA Per Hari 766.000 2.050 000 3130 000
31 |MALUKU Per Hari 885.000 2.700.000 378G 000
""" 32 |MALUKU UTARA | Per Hari 896.000 2 810,000 3.890 00
32 [PAPUA Per Hari 1.025.000 3.780.000| 4860 000
34 Pwummﬂm | 971.000 3240 000 4.210 000 97
DINAS PENDAPATAN, PENGELOULAAM XEUANGAK
DAN ASSET DAERAH %05 €'+ “ Ui BUPAT LUWU TIMUR,
TELAH DIpr A < 4
g : —
ASiS ANDI HATTA M.
KADIS .- 20
KABID 5
KASUBAG / KASI
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LAMPIRAN VII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI  LINGKUNGAN  PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

UANG REPRESENTASI BUPATI, WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN
ANGGOTA DPRD DAN PEJABAT ESELON II

(dalam rupiah)

LUAR DAERAH
DALAM PROVINSI DALAM
NE HEATAY SATHAN DAN LUAR KABUPATEN
PROVINSI
(1) (2) (3) (4) ()
; ggggn,WAKu,BUPATIDANPnnmNAN Al 5501000 VSR
2 | ANGGOTA DPRD OH 200.000 100.000 |
3 | PEJABAT ESELON II OH 150.000 75000¢??
STEMPEL PARAF KOORDINASI N

DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN K_E_: J; CA. BUPATI LUWU TIMUR,

DAN ASSET DAFRAH XAB, LUWU Tiniua

T
TELAH T PTRIKSA :

B

L i PR
NO—.. ”.HALM-_‘.-.- |
' s | \
A /m.—m. o
l 1

‘;." ANDI HATTA M.

KASUBAG | KASI
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LAMPIRAN VIII

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SETIAP KECAMATAN

(dalam rupiah)

NO URAIAN LUN;IFE;M /
| 1 | Camat 70.000
Sekcam / Kepala
2 | Puskesmas / Kepala 50.000
|| Sekolah o
3 | Kasi/ Kasubag - ;500—0 .
4 Staf / Upah Jasa / Staf .
Puskesmas 40.000 %

STEMPEL PARAF KOORDIN
DiNAS PENDAPATAN, PEN -
y PENGELOLAAN KEUANG 2, B
TELAM Nontpiren o
pre—— o : '
T I KL

ML 3 N
bt Z : - [
ASie, o e ]
B i e 3 ]
e T

e e T r——
P )

KA 4~ ANDI HATTA M.
«L_‘j .._.__..E,,mw ]
KASUBAG / KAS| ——t %MJ
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STANDAR BIAYA MINIMAL

LAMPIRAN [X

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI BAG!I BUPATI, WAKIL BUPATI,
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI
TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LUWU TIMUR

TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM

DAN LUAR PROVINSI SULAWESI SELATAN
(dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai biaya riil)

(dalam rupiah)

NO TUJUAN BIAYA TIKET
1 Jakarta dan Jawa Barat 1.500.000
2 Jogyakarta dan Jawa Tengah 1”‘“250.0(;0—.
3 Surabaya dan Bali 1.000.000
4 | NTT dan NTB 1.500.000
5 Palu dan Kendari 750.000
6 Manado dan Gorontalo 1.300.000
7 Ambon, Ternate dan wilayah Ambon lainnya 1.250.000
8 Jayapura dan wilayah Papua lainnya 2.500.000
9 Wilayah Kalimantan 850.000
10 | Medan dan wilayah Sumatera Utara lainnya 2.700.000
11 Padang, Riau, Batam dan wilayah Sumatera Barat lainnya 7700.000
12 | Palembang dan wilayah Sumatera Selatan lainnya 1.850.000
13 | Daerah Istimewa Aceh 3.000.000 |
14 | Sorowako - Makassar 450.000 %
ATEMD " NASI
ST B SELOLAAN KEUANGL..  BUPATI LUWU TIMUR,
=48 ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR
T TELAo PrERHMSA | PARAF |
e t 0}'\
...’::h\ ANDI HATTA M.
KADIS
kAR k|
KASUBAG / KASI = |
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LAMPIRAN x

PE
RATURAN BUPATI Luwy TIMUR
015

WAKIL  BUPAT],
PERWAKILAN

RAKYAT DAE
RAH, PEGAwA] NEGERI DAN PEGAW
Al

PEMERINTAH

KOP SKPD
DAFTAR PENGELUARAN RIIL :

Yang bertanda tangan di bawah inj:

Nama
NIP
Jabatan

Bel dasa ] ’ l . e s 0 OI
franaa . m

, de Ini i
ngan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Biaya trans
; por Pelaksana SPPD di ba ini )
diperolehbukti-bukti pengeluarannya melipxg? Ini yang tidak dapat
L URAIAN JUMLAH J
Jumlah y

2. Jumlah uang tersebut p
elaksanaan perjalanan
terdapat kelebi
kelebihan terse

ini
ernyataan 1 ;
perd ana mestinya.

Demikian

dipergunakan sebagaim

/ Menyetuj‘lii

M en g{_’, tahul
na Angga
Anggaran

Penggu
Penggunad

ada angka 1 be

han atas pe
but ke Kas Umum Daerah.

ran/ Kuasa

nar-benar dikeluarkan untuk
dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari
mbayaran, kami bersedia untuk menyetorkan

kami buat dengan sebenarnya, untuk
 tanggal bulan tahun
pelaksana SPPD

RDINASI .
e A KEUANGAN

weid TINU
wi TIMUR
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